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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaturan hukum mengenai tindak pidana 

penyerobotan tanah dalam hukum positif 

Indonesia dan untuk menganalisis penegakan 

hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah 

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku serta untuk mengetahui dan menganalisis 

faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penyerobotan tanah.   Dengan menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik 

kesimpulan yaitu : 1.   Pengaturan hukum 

mengenai tindak pidana penyerobotan tanah 

dalam sistem hukum positif Indonesia diatur 

dalam berbagai peraturan perundangundangan, 

antara lain Pasal 167 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Pasal 385 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa 

Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah. 2. 

Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana 

penyerobotan tanah Desa Tatakalai, Kecamatan 

Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai 

Kepulauan diawali dengan upaya penyelesaian 

melalui mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak 

tiga kali, namun tidak mencapai kesepakatan. 2. 

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang 

paling dominan terdapat pada faktor masyarakat 

dan faktor sarana pendukung penegakan hukum, 

khususnya yang berkaitan dengan sulitnya proses 

pembuktian, keterbatasan administrasi pertanahan, 

tidak tercapainya penyelesaian melalui mediasi, 

serta adanya perbedaan klaim penguasaan atas 

objek tanah yang disengketakan.  

 

Kata Kunci : tindak pidana penyerobotan tanah, 

wilayah  banggai kepulauan, sulawesi tengah 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan sumber daya yang 

memiliki kedudukan penting dalam kehidupan 

masyarakat karena digunakan sebagai tempat 

tinggal, sarana produksi, serta penunjang berbagai 

kegiatan sosial dan ekonomi. Seiring 

meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan 

pembangunan, nilai ekonomis tanah semakin 

tinggi sehingga kerap menimbulkan berbagai 

persoalan hukum, terutama sengketa dan konflik 

mengenai penguasaan maupun kepemilikan 

tanah.5  

Tanah mempunyai arti yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia karena menjadi tempat 

tinggal, sumber penghidupan, serta memiliki nilai 

ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dalam 

perspektif hukum agraria, tanah bukan hanya 

dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai 

ekonomis, tetapi juga sebagai objek hak yang 

memperoleh perlindungan hukum dari negara.6 

Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki hak 

atas tanah berhak memperoleh jaminan kepastian 

hukum terhadap penguasaan, pemanfaatan, 

maupun kepemilikannya sehingga terhindar dari 

tindakan pihak lain yang dilakukan tanpa hak. 7   

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan 

mengenai hak atas tanah diatur melalui Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kehadiran peraturan 

tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat 

atas tanah. 8 Namun demikian, dalam praktik 

masih ditemukan berbagai pelanggaran yang 

berkaitan dengan penguasaan tanah secara 

melawan hukum, salah satunya berupa tindak 

pidana penyerobotan tanah.9   

Menurut Boedi Harsono, Undang-Undang 

Pokok Agraria dibentuk sebagai landasan hukum 

nasional di bidang pertanahan yang bertujuan 

memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah. Kepastian hukum tersebut diwujudkan 

melalui pengaturan mengenai penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 

sehingga hak masyarakat memperoleh 

 
5  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–

11.  
6  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat 

(1), dan Pasal 19 ayat (1).  
7  Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif 

(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 12– 16.  
8  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa 

Izin yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 2.  
9  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 19  
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perlindungan dari tindakan yang dilakukan tanpa 

dasar hukum yang sah.10  

Penyerobotan tanah pada dasarnya 

merupakan tindakan menguasai, menggunakan, 

menduduki, atau memanfaatkan tanah yang 

menjadi hak pihak lain tanpa izin maupun dasar 

hukum yang sah. Perbuatan tersebut tidak hanya 

menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik 

tanah, tetapi juga berpotensi memicu konflik 

sosial yang berkepanjangan. Berbagai faktor dapat 

mendorong terjadinya penyerobotan tanah, antara 

lain lemahnya administrasi pertanahan, rendahnya 

kesadaran hukum masyarakat, ketidakjelasan 

status kepemilikan tanah, serta motif memperoleh 

keuntungan ekonomi secara melawan hukum.11  

Penyerobotan tanah pada hakikatnya 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak 

keperdataan yang dalam keadaan tertentu dapat 

berkembang menjadi tindak pidana apabila 

memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena itu, penyelesaian perkara penyerobotan 

tanah tidak hanya memerlukan pembuktian 

mengenai status hak atas tanah, tetapi juga 

pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh pelaku.12  

Secara normatif, penyerobotan tanah dapat 

dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 167 

KUHP, Pasal 385 KUHP, Perpu Nomor 51 Tahun 

1960, serta ketentuan yang relevan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

KUHP. Berbagai aturan tersebut menunjukkan 

adanya komitmen negara untuk melindungi hak 

atas tanah dan menindak setiap bentuk 

penguasaan tanah yang dilakukan tanpa hak.13  

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana 

berfungsi memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan hukum masyarakat melalui ancaman 

pidana bagi setiap orang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. 

Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana 

terhadap pelaku penyerobotan tanah merupakan 

salah satu bentuk perlindungan negara terhadap 

hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. 14 

Meskipun telah tersedia instrumen hukum yang 

memadai, pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana penyerobotan tanah masih 

menghadapi berbagai hambatan. Perbedaan klaim 

 
10  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: 

Djambatan, 2008, hlm. 69.  
11  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–

11.  
12  Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, 

Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 102.  
13  Ibid., Pasal 622.  
14  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2018, hlm. 27.  

kepemilikan, keterbatasan alat bukti, belum 

optimalnya administrasi pertanahan, serta 

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

hukum pertanahan sering kali menjadi faktor 

penghambat penyelesaian perkara.15  

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa 

keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 

lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak 

hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan 

budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling 

berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu 

faktor dapat menghambat tercapainya penegakan 

hukum yang efektif. Dalam konteks penyerobotan 

tanah, hambatan tersebut terlihat dari masih 

adanya permasalahan pembuktian, administrasi 

pertanahan, serta rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat.16  

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji 

terjadi di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung 

Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam 

kasus tersebut, tanah milik L. Pabalik seluas 

kurang lebih 7 hektare yang selama ini dikuasai 

dan dimanfaatkan olehnya, sebagian dipinjamkan 

kepada E. Zamakia untuk digunakan. Namun, 

berdasarkan hasil penelitian, E. Zamakia diduga 

kemudian menguasai tanah tersebut tanpa 

persetujuan L. Pabalik serta mengalihkan atau 

menjual sebagian objek tanah kepada pihak lain. 

Upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan 

mediasi telah dilakukan, tetapi tidak mencapai 

kesepakatan sehingga sengketa tersebut ditempuh 

melalui jalur hukum. Namun, belum 

menghasilkan penyelesaian yang memberikan 

kepastian hukum bagi para pihak. Kondisi 

tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai 

perlindungan hak atas tanah dan efektivitas 

penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan 

tanah.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai 

tindak pidana penyerobotan tanah dalam 

sistem hukum positif Indonesia ?  

2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan 

tanah di wilayah Banggai Kepulauan, Sulawesi 

Tengah?  

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan 

dalam penegakan hukum terhadap tindak 

pidana penyerobotan tanah?  

  

 
15  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–

11.  
16  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, 

hlm. 8.  
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E. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif. 

 

PEMBAHASAN  

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana 

Penyerobotan Tanah Dalam Sistem 

Hukum Positif Indonesia  

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah 

merupakan salah satu bentuk jaminan negara 

dalam mewujudkan kepastian hukum bagi 

masyarakat. Tanah sebagai objek yang 

mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan yuridis 

memerlukan pengaturan yang jelas agar tidak 

menimbulkan konflik maupun sengketa di 

kemudian hari. Oleh karena itu, negara melalui 

berbagai peraturan perundangundangan telah 

mengatur mengenai larangan penguasaan dan 

penggunaan tanah tanpa hak.17  

Dalam kehidupan masyarakat, tanah 

memiliki kedudukan yang sangat strategis karena 

selain berfungsi sebagai tempat tinggal, tanah juga 

merupakan sarana untuk menunjang kegiatan 

ekonomi, pertanian, perkebunan, dan berbagai 

aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, setiap hak atas 

tanah perlu memperoleh perlindungan hukum 

yang memadai guna mencegah timbulnya konflik 

dan sengketa yang dapat mengganggu ketertiban 

masyarakat. Perlindungan hukum tersebut 

merupakan perwujudan dari tujuan hukum, yaitu 

memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan 

bagi setiap warga negara.18   

Secara normatif, pengaturan mengenai hak 

atas tanah di Indonesia berlandaskan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. Melalui ketentuan 

tersebut, negara memberikan perlindungan 

terhadap setiap hak atas tanah yang dimiliki 

masyarakat. Perlindungan tersebut bertujuan 

untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah 

terjadinya tindakan yang dapat merugikan 

pemegang hak atas tanah.19   

Landasan konstitusional pengaturan 

pertanahan di Indonesia terdapat dalam Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

 
17  Angel Christina Melani Putong, “Perlindungan Hukum 

Bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan 

Penyerobotan Hak Atas Tanah”, Lex Privatum, Vol. 15, 

No. 2, 2025, hlm. 156-158.   
18  Robert Weku, “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan 

Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum 

Perdata”, Lex Privatum, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 56.  
19  Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, 

Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 82. 65 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).  

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, negara memiliki 

kewenangan untuk mengatur penggunaan, 

pemanfaatan, dan penguasaan tanah guna 

menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak 

atas tanah.65  

Tindak pidana penyerobotan tanah pada 

hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan 

dengan cara menguasai, menggunakan, 

menduduki, atau memanfaatkan tanah yang 

menjadi hak pihak lain tanpa persetujuan ataupun 

dasar hukum yang sah. Perbuatan tersebut 

bertentangan dengan hukum karena 

mengakibatkan terganggunya hak penguasaan 

maupun hak kepemilikan seseorang atas tanah. 

Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk 

pelanggaran terhadap hak atas tanah yang sering 

menimbulkan kerugian bagi pemilik yang sah.  

Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak 

pada hilangnya penguasaan fisik atas tanah, tetapi 

juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi serta 

konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena 

itu, negara melalui berbagai instrumen hukum 

memberikan perlindungan kepada pemegang hak 

atas tanah agar hak-haknya tidak dirampas atau 

dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum.20  

Perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan 

tanah tanpa hak dapat di analisis berdasarkan 

ketentuan Pasal 167 KUHP dan Peraturan 

Perundangundangan lainnya, sepanjang 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur 

dalam ketentuan tersebut. Pasal 385 KUHP juga 

dapat di terapkan terhadap pihak yang secara 

melawan hukum memperjualbelikan, 

menggadaiakan, atau mengalihkan hak atas tanah 

yang bukan menjadi milikya. Pasal 385 KUHP 

dikenal sebagai tindak pidana “stellionaat” 

(penipuan terkait hak atas tanah atau benda tetap).  

Perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah 

mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif 

pada tanggal 2 Januari 2026. Meskipun demikian, 

pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan 

dengan penguasaan tanah tanpa hak dan perbuatan 

yang merugikan hak atas tanah tetap menjadi 

bagian penting dalam penegakan hukum pidana di 

Indonesia. Selain itu, Pasal 385 KUHP yang 

selama ini dikenal sebagai tindak pidana 

stellionaat pada dasarnya ditujukan untuk 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas 

 
20  Fenia Stepanie Gabriella Lowing, “Implementasi 

Penegakan Hukum Terhadap Penyerobotan Hak Milik Atas 

Tanah Menurut UU No. 51/Prp/1960”, Lex et Societatis, 

Vol. V, No. 1, 2017, hlm. 62-64.  
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benda tidak bergerak, termasuk tanah, dari 

perbuatan pengalihan atau pembebanan hak yang 

dilakukan secara melawan hukum.  

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana telah mengalami pembaharuan melalui 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, 

ketentuan Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP yang 

dikenal dalam KUHP sebelumnya masih memiliki 

relevansi dalam penelitian ini. Hal tersebut 

dikarenakan kedua ketentuan tersebut banyak 

digunakan dalam praktik penegakan hukum, 

literatur, dan putusan pengadilan sebelum 

berlakunya KUHP baru, sehingga tetap penting 

untuk dianalisis dalam konteks historis dan 

sebagai bahan perbandingan terhadap 

perkembangan hukum pidana di Indonesia.  

Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku 

penyerobotan tanah bertujuan memberikan efek 

jera sekaligus menjaga ketertiban dalam 

masyarakat. Dengan adanya ancaman pidana, 

diharapkan setiap orang menghormati hak 

kepemilikan dan penguasaan tanah yang dimiliki 

pihak lain. Selain itu, penegakan hukum pidana 

juga menjadi sarana untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada korban yang haknya 

telah dirugikan akibat tindakan penguasaan tanah 

secara melawan hukum. Di samping itu, Peraturan 

Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 

Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah 

Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah 

memberikan dasar hukum yang lebih khusus 

dalam menindak setiap penggunaan tanah tanpa 

persetujuan pemegang hak yang sah. Ketentuan 

ini menunjukkan bahwa negara secara tegas 

melarang setiap bentuk penguasaan tanah yang 

dilakukan tanpa hak. Selain melalui instrumen 

hukum pidana, perlindungan terhadap hak atas 

tanah juga dapat dilakukan melalui mekanisme 

hukum perdata dan administrasi pertanahan. 

Namun apabila perbuatan yang dilakukan telah 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan, maka pelaku dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku.21  

Menurut analisis penulis, keberadaan 

berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa 

sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya 

telah memberikan perlindungan hukum yang 

cukup terhadap hak atas tanah. Akan tetapi, 

efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung 

pada konsistensi penerapan hukum oleh aparat 

 
21  Fenia Stepanie Gabriella Lowing, Op.Cit., hlm. 66.  68 

Angel Christina Melani Putong, Op.Cit., hlm. 163.  

penegak hukum serta tertibnya administrasi 

pertanahan. Dengan demikian, keberhasilan 

pengaturan hukum tidak hanya ditentukan oleh 

kelengkapan norma hukum, tetapi juga oleh 

implementasinya dalam praktik sehingga tujuan 

hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan dapat terwujud secara optimal.  

Dengan demikian, pengaturan hukum 

mengenai tindak pidana penyerobotan tanah 

dalam sistem hukum positif Indonesia telah 

memberikan landasan yang cukup bagi aparat 

penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum 

terhadap pelaku serta memberikan perlindungan 

kepada masyarakat yang hak atas tanahnya 

dirugikan.68  

  

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan 

Tanah Di Wilayah Banggai Kepulauan  

Penegakan hukum merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan berfungsinya norma hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Melalui penegakan hukum, setiap 

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan dapat diterapkan secara efektif guna 

memberikan perlindungan hukum, kepastian 

hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam 

bidang pertanahan, penegakan hukum memiliki 

arti penting karena tanah merupakan salah satu 

objek yang mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan 

yuridis sehingga sering menimbulkan sengketa 

maupun konflik.22  

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 

bahwa sengketa tanah yang menjadi objek 

penelitian terjadi di Desa Tatakalai, Kecamatan 

Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai 

Kepulauan. Berdasarkan hasil wawancara yang 

diperoleh penulis, tanah tersebut telah 

dimanfaatkan dan dikelola oleh L. Pabalik 

bersama keluarganya selama kurang lebih tiga 

puluh tahun sebagai sumber penghidupan. 

Pengelolaan tersebut didukung oleh dokumen 

administrasi desa serta bukti pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Lisarvin Pabalik selaku anak dari L. Pabalik, 

permasalahan bermula ketika tanah yang 

sebelumnya dipinjamkan oleh L. Pabalik kepada 

E. Zamakia untuk digunakan kemudian diduga 

dikuasai tanpa persetujuan L. Pabalik. Selain itu, 

E. Zamakia juga diduga mengalihkan atau 

menjual sebagian objek tanah kepada pihak lain 

tanpa hak.  

 
22  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2019, hlm. 5.  
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Sebelum menempuh jalur hukum, L. Pabalik 

telah berupaya menyelesaikan sengketa melalui 

mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa 

Tatakalai. Berdasarkan hasil penelitian, mediasi 

telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, namun 

tidak menghasilkan kesepakatan karena masing-

masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya 

mengenai hak atas tanah yang disengketakan. 

Dengan tidak tercapainya penyelesaian secara 

musyawarah, L. Pabalik kemudian menempuh 

mekanisme hukum sebagai upaya memperoleh 

perlindungan hukum dan kepastian hukum atas 

tanah yang menjadi objek sengketa.  

Upaya hukum tersebut ditempuh sebagai 

bentuk perlindungan hukum terhadap hak 

penguasaan tanah yang menurut L. Pabalik telah 

dikuasai secara sah selama bertahun-tahun. 

Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak 

hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan 

sengketa, tetapi juga memberikan kepastian 

hukum terhadap status penguasaan tanah yang 

dipersengketakan.23  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan, diketahui bahwa sengketa tanah yang 

terjadi di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung 

Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan berawal 

dari adanya dugaan penguasaan sebagian objek 

tanah oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pihak 

yang selama ini menguasai dan memanfaatkan 

tanah tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, 

perbuatan demikian perlu dianalisis berdasarkan 

ketentuan Pasal 167 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yang mengatur mengenai 

perbuatan memasuki atau berada di pekarangan 

atau tanah milik orang lain secara melawan 

hukum.24 Apabila dikaitkan dengan fakta yang 

ditemukan dalam penelitian, terdapat dugaan 

bahwa sebagian objek tanah yang selama ini 

berada dalam penguasaan keluarga L. Pabalik 

telah dikuasai oleh pihak lain tanpa adanya 

persetujuan dari pihak yang merasa memiliki hak 

atas tanah tersebut. Keadaan tersebut 

menunjukkan adanya indikasi perbuatan yang 

dapat dikaitkan dengan unsur penguasaan atau 

penggunaan tanah tanpa hak sebagaimana diatur 

dalam ketentuan hukum pidana. Namun demikian, 

untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur 

tindak pidana tersebut tetap diperlukan 

pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah 

 
23  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat 

Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.  
24  Robert Weku, “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan 

Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum 

Perdata,” Lex Privatum, Vol. 1 No.2 Tahun 2013, hlm. 56.  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.25  

Menurut analisis penulis, apabila dikaitkan 

dengan fakta hasil penelitian, dugaan penguasaan 

sebagian objek tanah tanpa persetujuan pihak 

yang selama ini menguasainya menunjukkan 

adanya indikasi perbuatan melawan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP. 

Meskipun demikian, terpenuhi atau tidaknya 

unsur tindak pidana tersebut tidak dapat 

ditentukan hanya berdasarkan adanya dugaan 

semata, melainkan harus dibuktikan melalui 

proses penyidikan dan pembuktian dengan 

menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Oleh karena itu, proses pembuktian 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menentukan ada atau tidaknya 

pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang 

diduga melakukan penyerobotan tanah.26  

Selain itu, hasil penelitian ini juga diperoleh 

informasi mengenai adanya dugaan pengalihan 

atau penjualan sebagian objek tanah kepada pihak 

lain. Perbuatan tersebut perlu dikaji berdasarkan 

ketentuan Pasal 385 Kitab UndangUndang 

Hukum Pidana yang pada pokoknya mengatur 

perbuatan yang merugikan hak atas tanah milik 

orang lain. Apabila terbukti bahwa pengalihan 

atau penjualan tersebut dilakukan oleh pihak yang 

tidak memiliki hak atas objek tanah dimaksud, 

maka perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan 

akibat hukum pidana sebagaimana diatur dalam 

ketentuan tersebut.27  

Menurut analisis penulis, dugaan pengalihan 

sebagian objek tanah kepada pihak lain apabila 

memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana 

diatur dalam Pasal 385 KUHP. Akan tetapi, 

penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur 

tindak pidana tersebut tetap merupakan 

kewenangan aparat penegak hukum yang 

didasarkan pada hasil penyelidikan, penyidikan, 

serta pembuktian melalui alat bukti yang sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.28  

Dalam perkara penyerobotan tanah, aspek 

pembuktian memiliki peranan yang sangat penting 

 
25  Trian Apdoni, Yumi Simbala, dan Refli R. Umbas, “Kajian 

Hukum Terhadap Penyerobotan Tanah Menurut Hukum 

Pidana”, Lex Privatum, Vol. XVI No.1 Tahun 2025, hlm. 

44.  
26  Trian Apdoni, Yumi Simbala, dan Refli R. Umbas, “Kajian 

Hukum Terhadap Penyerobotan Tanah Menurut Hukum 

Pidana”, Lex Privatum, Vol. XVI No.1 Tahun 2025  
27 Fransisko Rohanda Rebong, “Efektivitas Sanksi Pidana 

dan Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Penyerobotan Tanah Berdasarkan Pasal 385 KUHP”, 

Iustitia Omnibus, Vol.3 No.2 Tahun 2022, hlm. 60.  
28  Fransisko Rohanda Rebong, Op.Cit., hlm. 63.  
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untuk menentukan status hukum objek tanah yang 

disengketakan. Oleh karena itu, keberadaan alat 

bukti berupa surat keterangan penguasaan tanah, 

bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, 

keterangan saksi, serta dokumen lain yang 

berkaitan dengan objek tanah menjadi faktor yang 

sangat menentukan dalam proses penegakan 

hukum. Pembuktian yang dilakukan secara cermat 

dan objektif akan memberikan kepastian hukum 

mengenai pihak yang memiliki hak atas tanah 

serta menjadi dasar bagi aparat penegak hukum 

dalam menentukan langkah penyelesaian perkara 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.29  

Dengan demikian, proses penegakan hukum 

dalam perkara penyerobotan tanah ini harus 

dilaksanakan secara profesional, objektif, dan 

berdasarkan alat bukti yang sah agar tujuan 

hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan dapat terwujud bagi para pihak yang 

bersengketa.30  

Pelaksanaan penegakan hukum dalam 

perkara penyerobotan tanah tidak hanya 

berorientasi pada pemberian sanksi kepada 

pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan 

hak-hak pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, 

proses penegakan hukum harus dilakukan secara 

objektif berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat 

bukti yang tersedia. Keberadaan alat bukti yang 

kuat menjadi faktor penting dalam menentukan 

berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum 

terhadap suatu perkara pertanahan.31  

Menurut analisis penulis, upaya penyelesaian 

sengketa melalui mediasi yang telah dilaksanakan 

sebanyak tiga kali menunjukkan bahwa L. Pabalik 

telah mengutamakan penyelesaian secara 

musyawarah sebelum menempuh jalur hukum. 

Akan tetapi, karena mediasi tidak menghasilkan 

kesepakatan, penyelesaian melalui mekanisme 

hukum menjadi langkah yang tepat untuk 

memperoleh kepastian hukum dan perlindungan 

terhadap hak atas tanah yang dipersengketakan. 

Selain itu, surat keterangan gagal mediasi yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tatakalai 

menunjukkan bahwa upaya penyelesaian secara 

nonlitigasi telah ditempuh terlebih dahulu 

sebelum perkara dibawa ke proses hukum. Hal 

tersebut menunjukkan adanya iktikad baik dari 

pihak yang merasa dirugikan dalam 

 
29  Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 256.  
30  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 8.  
31  Angel Christina Melani Putong, “Perlindungan Hukum 

Bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan 

Penyerobotan Hak Atas Tanah”, Lex Privatum, Vol. XV 

No.2 Tahun 2025, hlm. 160.  

menyelesaikan sengketa sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku.  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan 

tindak pidana penyerobotan tanah di Desa 

Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, 

Kabupaten Banggai Kepulauan diawali dengan 

upaya penyelesaian melalui mediasi, namun tidak 

berhasil mencapai kesepakatan sehingga 

penyelesaian perkara dilanjutkan melalui 

mekanisme hukum. Dalam proses tersebut, 

pembuktian mengenai status penguasaan tanah, 

batas-batas objek sengketa, serta keabsahan 

dokumen menjadi aspek yang sangat menentukan 

dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, 

dan perlindungan hukum bagi para pihak yang 

bersengketa.32  

Faktor penegak hukum juga memiliki 

peranan penting dalam menentukan keberhasilan 

penyelesaian perkara. Aparat penegak hukum 

dituntut untuk melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penilaian terhadap alat bukti 

secara profesional, objektif, dan tidak memihak 

sehingga dapat memberikan kepastian hukum 

kepada para pihak yang bersengketa. Dalam 

perkara penyerobotan tanah, penilaian terhadap 

bukti penguasaan tanah, bukti pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan, surat keterangan dari 

pemerintah desa, serta keterangan para saksi 

menjadi bagian yang sangat menentukan dalam 

proses pembuktian.33  

Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga 

turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. 

Ketersediaan dokumen administrasi pertanahan 

yang lengkap, data pendaftaran tanah yang akurat, 

serta koordinasi antara aparat penegak hukum 

dengan instansi pertanahan merupakan unsur yang 

sangat penting untuk memperjelas status hukum 

objek tanah yang disengketakan. Apabila 

administrasi pertanahan belum tertata dengan 

baik, maka proses pembuktian akan menjadi lebih 

sulit dan berpotensi memperpanjang penyelesaian 

sengketa.34  

Faktor masyarakat juga mempunyai pengaruh 

terhadap timbulnya sengketa pertanahan. 

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat 

mengenai pentingnya kepastian hak atas tanah, 

serta masih adanya kebiasaan melakukan 

 
32  Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 42  
33  soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 

19–23.  
34  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 

37–40. oerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), hlm. 37–40.  
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penguasaan tanah tanpa didukung dokumen 

hukum yang lengkap, sering kali menjadi 

penyebab timbulnya sengketa. Oleh karena itu, 

peningkatan kesadaran hukum masyarakat 

mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan 

penghormatan terhadap hak milik orang lain 

merupakan salah satu langkah preventif yang 

perlu terus dilakukan.  

Dengan demikian, menurut analisis penulis, 

pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan 

tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten 

Banggai Kepulauan pada dasarnya telah dilakukan 

melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Akan tetapi, efektivitasnya 

masih dipengaruhi oleh faktor pembuktian, 

kelengkapan administrasi pertanahan, 

profesionalisme aparat penegak hukum, serta 

kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, 

diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, 

pemerintah, dan masyarakat agar tujuan hukum 

berupa kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan dapat terwujud secara optimal.35  

  

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan 

Dalam Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Penyerobotan Tanah  

Dalam penegakan hukum terhadap tindak 

pidana penyerobotan tanah terdapat berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas 

penyelesaian perkara. Menurut teori efektivitas 

penegakan hukum yang dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan 

hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor 

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau 

fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor 

kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling 

berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya 

penegakan hukum dalam suatu perkara.36  

Faktor pertama adalah faktor hukum. 

Hambatan yang berasal dari faktor hukum 

berkaitan dengan adanya perbedaan penafsiran 

terhadap status hukum suatu bidang tanah maupun 

dasar penguasaan yang dijadikan dasar oleh 

masingmasing pihak. Dalam praktiknya, tidak 

jarang suatu bidang tanah diklaim oleh lebih dari 

satu pihak yang masing-masing merasa memiliki 

hak atas tanah tersebut. Perbedaan penafsiran 

tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi 

 
35  Fransisko Rohanda Rebong, “Efektivitas Sanksi Pidana 

dan Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Penyerobotan Tanah Berdasarkan Pasal 385 KUHP dan 

Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang 

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau 

Kuasanya”, Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, 

No. 2, 2022, hlm. 65–68. (jurnalpasca.unla.ac.id)  
36  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2019, hlm. 8–10.  

lebih kompleks sehingga penyelesaian perkara 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, 

masih terdapat masyarakat yang belum memiliki 

dokumen kepemilikan tanah yang lengkap sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya 

ketidakpastian hukum ketika terjadi sengketa 

mengenai penguasaan tanah.37  

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum. 

Penegak hukum mempunyai peranan penting 

dalam menegakkan hukum secara adil dan 

memberikan kepastian hukum kepada para pihak 

yang bersengketa. Dalam perkara penyerobotan 

tanah, aparat penegak hukum dituntut memiliki 

kemampuan untuk memahami aspek hukum 

pidana, hukum perdata, serta hukum administrasi 

pertanahan karena ketiga aspek tersebut sering 

berkaitan dalam penyelesaian sengketa 

pertanahan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak 

ditemukan adanya hambatan yang secara langsung 

disebabkan oleh aparat penegak hukum. Namun 

demikian, ketelitian aparat dalam menilai alat 

bukti dan fakta hukum tetap menjadi faktor 

penting agar proses penegakan hukum dapat 

berjalan secara objektif.38  

Faktor ketiga adalah faktor sarana atau 

fasilitas pendukung penegakan hukum. Sarana 

tersebut meliputi dokumen kepemilikan tanah, 

peta bidang tanah, surat keterangan penguasaan 

tanah, data administrasi pertanahan, serta alat 

bukti lainnya yang diperlukan dalam proses 

pembuktian. Apabila dokumen yang tersedia tidak 

lengkap atau terdapat perbedaan data mengenai 

batas-batas tanah, maka proses pembuktian 

menjadi lebih sulit sehingga penyelesaian perkara 

memerlukan waktu yang lebih lama. Keadaan 

tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan 

administrasi pertanahan mempunyai peranan 

penting dalam mewujudkan kepastian hukum.39  

Faktor keempat adalah faktor masyarakat. 

Faktor ini berkaitan dengan tingkat kesadaran 

hukum masyarakat dalam memahami dan 

menghormati hak kepemilikan tanah milik orang 

lain. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat 

perbedaan pandangan mengenai dasar penguasaan 

 
37  Fransisko Rohanda Rebong, “Efektivitas Sanksi Pidana 

dan Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Penyerobotan Tanah Berdasarkan Pasal 385 KUHP dan 

Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960”, Iustitia 

Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 

54–69.  
38  Abdul Muis, Sufirman Rahman, dan Hardianto Djanggih, 

“Efektivitas Penyidikan dalam Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah”, Journal of Lex 

Theory, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 595–607.  
39  Angel Christina Melani Putong, “Perlindungan Hukum 

Bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan 

Penyerobotan Hak Atas Tanah”, Lex Privatum, Vol. 15, 

No. 2, 2025, hlm. 160–163.  

https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/61?utm_source=chatgpt.com
https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/61?utm_source=chatgpt.com
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tanah sehingga masing-masing pihak tetap 

mempertahankan klaimnya. Kondisi tersebut 

menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi 

lebih sulit karena para pihak tidak mencapai 

kesepakatan, meskipun telah dilakukan mediasi 

sebanyak tiga kali. Rendahnya kesadaran hukum 

dan masih adanya perbedaan pemahaman 

mengenai status penguasaan tanah menjadi salah 

satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan 

hukum terhadap dugaan tindak pidana 

penyerobotan tanah.40  

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan. 

Faktor ini berkaitan dengan nilainilai, kebiasaan, 

dan cara pandang masyarakat terhadap 

kepemilikan tanah. Di beberapa daerah masih 

berkembang anggapan bahwa seseorang dianggap 

sebagai pemilik tanah apabila telah menguasai 

atau mengusahakan tanah tersebut dalam jangka 

waktu yang lama. Pandangan tersebut sering kali 

berbeda dengan sistem hukum positif yang 

mengutamakan bukti kepemilikan yang sah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Perbedaan antara kebiasaan masyarakat 

dengan ketentuan hukum tersebut menjadi salah 

satu penyebab munculnya sengketa pertanahan.41  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Lisarvin Pabalik selaku anak dari L. Pabalik, 

hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian 

perkara penyerobotan tanah di Desa Tatakalai, 

Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten 

Banggai Kepulauan menunjukkan adanya 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

faktor-faktor tersebut.  

Hambatan pertama adalah sulitnya 

pembuktian mengenai batas-batas tanah yang 

disengketakan. Tanah yang telah dikuasai selama 

kurang lebih tiga puluh tahun hanya didukung 

oleh dokumen administrasi desa dan bukti 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

sehingga dalam proses penegakan hukum masih 

diperlukan alat bukti lain yang dapat memperkuat 

status hukum atas tanah tersebut. Kondisi ini 

menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih 

kompleks.  

Hambatan kedua adalah adanya dugaan 

pengalihan atau penjualan sebagian objek tanah 

kepada pihak lain. Keadaan tersebut 

menyebabkan sengketa menjadi semakin rumit 

karena melibatkan lebih dari satu pihak yang 

mengklaim memiliki hak atas objek tanah yang 

 
40  Trian Apdoni, Yumi Simbala, dan Refli R. Umbas, “Kajian 

Hukum Terhadap Penyerobotan Tanah Menurut Hukum 

Pidana”, Lex Privatum, Vol. 16, No. 1, 2025, hlm. 90–95.  
41  Yulia Hesti, “Budaya Hukum Masyarakat dalam 

Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia”, Jurnal 

Hukum dan Pembangunan, Vol. 52, No. 1, 2022, hlm. 

112–125.  

sama. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam 

suatu sengketa, semakin besar pula potensi 

terjadinya perbedaan kepentingan serta perbedaan 

klaim kepemilikan atas tanah yang disengketakan.  

Hambatan ketiga adalah tidak tercapainya 

penyelesaian melalui mediasi yang telah 

difasilitasi oleh Pemerintah Desa Tatakalai. 

Mediasi telah dilakukan sebanyak tiga kali 

sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, namun para pihak tidak berhasil 

mencapai kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa penyelesaian secara musyawarah belum 

mampu mengakhiri sengketa karena masing-

masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya 

mengenai hak atas tanah yang disengketakan.  

Hambatan keempat adalah munculnya 

ketidakpastian hukum yang berlangsung dalam 

waktu cukup lama akibat belum terselesaikannya 

sengketa tersebut. Selama belum terdapat 

penyelesaian yang memberikan kepastian hukum, 

pemanfaatan tanah menjadi tidak optimal dan 

berpotensi menimbulkan konflik baru di 

kemudian hari.  

Menurut analisis penulis, berbagai hambatan 

tersebut menunjukkan bahwa kendala utama 

dalam perkara ini terletak pada aspek pembuktian 

dan administrasi pertanahan. Keterbatasan alat 

bukti mengenai status penguasaan dan batas-batas 

tanah menyebabkan proses penegakan hukum 

memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, 

dugaan pengalihan sebagian objek tanah kepada 

pihak lain semakin memperumit proses 

penyelesaian perkara karena melibatkan lebih dari 

satu pihak yang mengklaim memiliki hak atas 

objek tanah yang sama.  

Apabila dikaitkan dengan teori Soerjono 

Soekanto, hambatan yang paling menonjol dalam 

perkara ini terdapat pada faktor masyarakat dan 

faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan 

hukum. Faktor masyarakat terlihat dari masih 

adanya perbedaan pemahaman mengenai dasar 

kepemilikan tanah, sedangkan faktor sarana 

tampak dari keterbatasan dokumen administrasi 

dan alat bukti yang diperlukan untuk memperjelas 

status hukum objek tanah yang disengketakan. 

Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum 

dalam perkara penyerobotan tanah tidak hanya 

bergantung pada keberadaan peraturan perundang-

undangan, tetapi juga memerlukan administrasi 

pertanahan yang tertib, alat bukti yang memadai, 

serta kesadaran hukum masyarakat dalam 

menghormati hak kepemilikan tanah sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku.42  

 
42  Abdul Muis, Sufirman Rahman, dan Hardianto Djanggih, 

“Efektivitas Penyidikan dalam Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah”, Journal of Lex 

Theory, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 602–605.  
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan 

tanah pada perkara ini terutama disebabkan oleh 

sulitnya proses pembuktian, keterbatasan 

administrasi pertanahan, tidak tercapainya 

penyelesaian melalui mediasi, serta adanya 

perbedaan klaim penguasaan atas objek tanah 

yang disengketakan. Apabila dikaitkan dengan 

teori Soerjono Soekanto, hambatan tersebut 

terutama berkaitan dengan faktor masyarakat dan 

faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan 

hukum. Oleh karena itu, diperlukan administrasi 

pertanahan yang lebih tertib, alat bukti yang 

memadai, serta peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat ..guna mendukung terwujudnya 

kepastian hukum dalam penyelesaian perkara 

dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana 

penyerobotan tanah dalam sistem hukum 

positif Indonesia diatur dalam berbagai 

peraturan perundangundangan, antara lain 

Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Pasal 385 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah 

Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang 

Sah. Pengaturan tersebut menunjukkan 

adanya perlindungan hukum terhadap hak atas 

tanah serta menjadi dasar bagi aparat penegak 

hukum dalam menindak setiap perbuatan 

yang dilakukan secara melawan hukum dan 

merugikan pemegang hak atas tanah.  

2. Penegakan hukum terhadap dugaan tindak 

pidana penyerobotan tanah Desa Tatakalai, 

Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten 

Banggai Kepulauan diawali dengan upaya 

penyelesaian melalui mediasi yang telah 

dilaksanakan sebanyak tiga kali, namun tidak 

mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, 

penyelesaian perkara kemudian ditempuh 

melalui mekanisme hukum dengan 

mengedepankan proses pembuktian yang 

dilakukan secara profesional, objektif, dan 

berdasarkan alat bukti yang sah guna 

memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada para pihak yang 

bersengketa.  

3. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap 

dugaan tindak pidana penyerobotan tanah 

dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor 

penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, 

faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan 

sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto. Berdasarkan hasil penelitian, 

hambatan yang paling dominan terdapat pada 

faktor masyarakat dan faktor sarana 

pendukung penegakan hukum, khususnya 

yang berkaitan dengan sulitnya proses 

pembuktian, keterbatasan administrasi 

pertanahan, tidak tercapainya penyelesaian 

melalui mediasi, serta adanya perbedaan 

klaim penguasaan atas objek tanah yang 

disengketakan. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak 

hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga oleh 

tertibnya administrasi pertanahan dan 

meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.  

  

B. Saran  

1. Pemerintah dan instansi yang berwenang di 

bidang pertanahan perlu meningkatkan tertib 

administrasi pertanahan serta memperkuat 

sistem pendaftaran tanah guna mencegah 

terjadinya sengketa dan penyerobotan tanah di 

kemudian hari.   

2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan 

koordinasi dan profesionalisme dalam 

menangani perkara penyerobotan tanah agar 

proses penegakan hukum dapat berjalan 

secara efektif, objektif, dan memberikan 

kepastian hukum kepada masyarakat.   

3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran 

hukum mengenai pentingnya menjaga bukti 

kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah 

serta menyelesaikan sengketa melalui 

mekanisme hukum yang berlaku agar dapat 

meminimalisir terjadinya sengketa maupun 

tindak pidana penyerobotan tanah.  
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